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Abstract 

 Based on the results of observations in the field, it is known that there are limited facilities and 

infrastructure for disaster management in the city of Pekanbaru. Disaster management is still not optimal due to 

limited human resources if a disaster occurs at the same time. This research aims to determine the implementation 

of the Disaster Management Program by Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). This research is 

qualitative research. Based on research conducted regarding the Implementation of the Disaster Management 

Program by Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), it is known that if a disaster occurs, a meeting will 

be held with several related agencies, for example the city government, forkompinda and others to discuss and take 

action. what should be done. Resources in terms of human resources are not yet ideal in terms of numbers and in 

terms of education, no one has disaster education, while in terms of facilities it is still very lacking, so many 

facilities are on loan from other agencies. The disposition is seen from the support for improving facilities and 

infrastructure which is currently urgently needed by the Disaster Management Program by Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). The bureaucratic structure dividing authority is absolutely 

responsible for providing disaster assistance in Pekanbaru City. 

Key Words : Implementation, Disaster Management, and Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) 

 
Abstrak 

 Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan di ketahui bahwa Terbatasnya sarana dalam 

penanggulangan bencana dikota Pekanbaru. Penanganan bencana masih belum maksimal karena 

terbatasnya sumber daya manusia jika terjadi bencana dalam waktu bersamaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru diketahui bahwa Komunikasi dilakukan jika 

terjadi bencana, maka akan di adakan rapat dengan beberapa instansi terkait misal dengan pemerintah 

kota, forkompinda dan lain lain untuk membahas dan mengambil tindakan yang sebaiknya di lakukan. 

Sumberdaya dari sisi sumber daya manusia belum ideal dari sisi jumlah dan dari sisi pendidikan tidak 

ada yang memiliki kependidikan kebencanaan sedangkan dari sisi fasilitas masih sangat kurang 

sehingga banyak fasilitas yang berstatus pinjam dari instansi lainnya. Disposisi dilihat dari dukungan 

peningkatan sarana yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Program Penanggulangan Bencana Oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Struktur Birokrasi pembagian 

kewenangan secara mutlak beratnggung jawab untuk memberikan pertolongan kebencanaan di Kota 

Pekanbaru. 

Key Words : Implementasi, Penanggulangan Bencana, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

                       BPBD) 
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Pendahuluan 

Di Indonesia sendiri bencana banjir hampir setiap musim terjadi. Berdasarkan nilai 

kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan. Kejadian 

bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan diatas normal dan 

pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan 

lahan yang tidak tepat, juga pembuangan sampah kedalam sungai, dan pembangunan 

pemukiman didaerah dataran rendah. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan 

juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena pasokan air masuk kedalam sistem aliran 

menjadi tinggi melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi. Hal ini 

menyebabkan terjadi kekacauan terhadap sistem pengaliran air. Selain itu berkurangnya 

daerah resapan juga merupakan kontribusi terhadap meningkatnya debit banjir. Disamping 

pemahaman bencana yang bertitik tolak berdasarkan keseimbangan alam dan terdapat 

pemahaman yang berdasarkan keseimbangan lingkungan. Maka dari itu untuk menyikapi 

ancaman tersebut, Pemerintah berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan 

bencana di tanah air.  

Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD 

dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi sehari-hari unsur organisasi BPBD. Sebagaimana diketahui, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia mempunyai kondisi geografis, geologis, dan demografi yang memungkinkan 

terjadinya bencana, baik karena faktor alam, non alam, maupun manusia, sehingga 

menimbulkan korban jiwa dan kerugian lingkungan hidup. sifat dan dampak psikologis 

dalam keadaan tertentu. 

Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat 

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan 

bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pemantauan lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 2017 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, adapun tugas dan fungsi dalam rincian 

adalah sebagai berikut :  

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana. 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, dan menyeluruh.  

3. Melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana. 

4. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi tugas penunjang urusan 

pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana.  

5. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana.  

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 202l 

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru 

Tahun 2021 pada: 

Pasal 3 : 

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu: 

1. Cepat dan tepat: 

2. Prioritas:  

3. Koordinasi dan keterpaduan: 

4. Berdaya guna dan berhasil guna:  

5. Transparansi dan akuntabilitas:  

6. Kemitraan:  

7. Pemberdayaan:  

8. Non diskriminatif: dan  

9. Non proletisi. 

Upaya Badan Penanggulan Bencana Daerah dalam menangggulangi bencana banjir, 

yaitu : Pertama, Sosialisasi persiapan menghadapi banjir. Sosialisasi ini dilakukan untuk 

masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru supaya lebih tahu bagaimana persiapan menghadapi 

banjir di Kota Pekanbaru. Supaya disaat bencana banjir dating masyarakat tidak terkejut. 

Kedua, Tindakan pasca banjir. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas 

hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang 

terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah 

kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang/sector lain. (Inggit Awalia Pratiwi, 

2021: 3). Banjir merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh proses alamiah dan aktivitas 

manusia yang tidak terkendali dalam mengolah alam. Proses alamiah sangat bergantung pada 

kondisi curah hujan, tata air tanah (geohidrologi), struktur batuan, geomorfologi dan 

tipypografi lahan dan aktivitas manusia terkait dengan prilaku mengeksploitasi alam untuk 

kesejateraan manusia, sehingga akan cendrung merusak lingkungan (Kletus Marselinus 

Wurin, 2022 :537) 

Kota Pekanbaru mempunyai satu sungai utama yaitu Sungai Siak yang memiliki 

panjang 370 km, panjang 20-30 meter, dan lebar 100-150 meter. Sungai ini dan anak-anak 

sungainya berfungsi sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budidaya ikan, dan 

irigasi. Sedangkan wilayah dataran rendah Kota Pekanbaru umumnya terdiri atas lahan rawa 

gambut, sungai aluvial, dan dataran banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Pekanbaru menyebutkan, berikut kecamatan yang paling rentan terkena banjir: 

Tabel 1. 

Data Bencana Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022 

No Kecamatan 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 
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1 Kecamatan Bukit Raya 6 - - 1 

2 Kecamatan Lima Puluh 1 - - 1 

3 Kecamatan Marpoyan 

Damai 

- 1 - 2 

4 Kecamatan Payung 

Sekaki 

3 2 - - 

5 Kecamatan Pekanbaru 

Kota 

- - - 2 

6 Kecamatan Rumbai 3 10 - 1 

7 Kecamatan Rumbai 

Pesisir 

2 - - 2 

8 Kecamatan Sail 3 - - 1 

9 Kecamatan Senapelan - 1 - 1 

10 Kecamatan Sukajadi 1 - - - 

11 Kecamatan Tampan - 2 2 5 

12 Kecamatan Tenayan 

Raya 

3 2 - - 

Jumlah 22 18 2 16 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru 

Selain adanya bencana banjir, kota Pekanbaru juga sering di landa bencana kebakaran 

lahan. Hal ini dapat di ketahui dari data berikut. 

Tabel 2. 

Jumlah Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru 

No Tahun Jumlah Lahan Terbakar 

1 2020 110,349 ha 

2 2021 279,821 ha 

3 2022 79,3875 ha 

4 2023 16,872 ha 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru 

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan mengalami naik 

turun dari tahun 2020-2023. Kebakaran hutan paling luas terjadi pada tahun 2020 yaitu 279,821 

ha, sedangkan kebakaran hutan paling sedikit terjadi pada tahun 2023 yaitu dengan luas 

16,872 ha. Menurut peraturan Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan 

pasal 26 dijelaskan pula, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah 

lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi 
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lingkungan hidup. Seperti halnya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daearah, adalah 

lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten atau kota. Di tingkat nasional ada Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-

Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pertumbuhan pembangunan 

di Kota Pekanbaru semakin meningkat, hal ini terlihat dari banyaknya bangunan yang ada di 

Kota Pekanbaru. Di satu sisi, hal ini berdampak positif karena Pekanbaru mengalami ekspansi 

infrastruktur yang pesat. 

Tabel 3. 

Tujuan, Sasaran, dan Program Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekanbaru 2023 

No Tujuan Sasaran Program 

1 Mewujudkan 

pelayanan 

tanggap 

darurat 

bencana 

daerah 

 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

OPD 

 

1) Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana 

Aparatur 

3) Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

4) Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

5) Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Meningkatnya 

responsive 

penanganan bencana 

dan kebakaran 

lahan/hutan 

Program Pencegahan Dini dan 

Penanggulangan Korban Bencana 

 

2 Mewujudkan 

ketangguhan 

daerah dalam 

menghadapi 

bencana 

Meningkatnya 

kapasitas 

masyarakat yang 

tangguh bencana 

Program Pencegahan Dini dan 

Penanggulangan Korban Bencana 

 

Sumber: Renja BPBD Kota Pekanbaru tahun 2023 

Program yang di lakukan BPBD Kota Pekanbaru dalam rangka Penanggulangan Bencana 

Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. 

 

Tabel 4. 

Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Pekanbaru 
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No Jenis Bencana Program / Kegiatan yang di lakukan 

1 Puting Beliung 1. Waspada apabila di langit tampak pertumbuhan 

awan putih yang berbentuk gerombolan berlapis-

lapis 

2. Mewaspadai pembentukan awan ke awan hitam  

2 Banjir 1. Membuang sampah pada tempanya 

2. Membuat saluran air yang baik 

3. Memperbanyak lahan penyerapan air 

4. Tidak membangun pemukiman di tepi sungai 

5. Reboisasi tanaman khususnya yang dapat 

menyerap air 

6. Tidak menebang pohon secara liar 

3 Kebakaran hutan 1. Memperbanyak tata air di sekitar 

2. Lakukan pembakaran terkendali untuk buka lahan 

3. upaya deteksi melalui patroli dan peringatan dari 

pemerintah 

4. melakukan peta perencanaan desa yang berisi 

pengelolaan dengan kebakaran 

Sumber: Renja BPBD Kota Pekanbaru tahun 2023 

Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki tugas pokok sebagai leading 

sector dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai leading sector dalam 

penyerahan bantuan dan tanggap darurat pasca bencana, seperti pemberian logistic untuk 

pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan 

lain sebagainya.  Terkait dengan program terdiri atas tahapan-tahapan penyelesaian 

serangkaian kegiatan dan memuat langkah-langkah  yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Ini adalah elemen pertama yang harus ada untuk mencapai implementasi program. Lebih 

lanjut Keban (2004:35) menyatakan: Efektif atau tidaknya program, standar evaluasi yang 

dapat digunakan adalah pengorganisasian, interpretasi dan implementasi. Disisi lain peneliti 

juga menemukan beberapa fenomena Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, di antaranya adalah sebagai 

berikut: Masih minimnya sarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Pekanbaru sehingga sering melakukan peminjaman pada OPD lainnya 

Penanganan bencana masih belum maksimal karena terbatasnya sumber daya manusia jika 

terjadi bencana dalam waktu bersamaan. 

 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi  
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 Kata administrasi berasal dari kata ad dan ministro (bahasa Latin), yang berarti 

“melayani” atau “mengorganisasi”. Pengertian administrasi sederhana ini adalah suatu 

proses administrasi yang dilakukan oleh administrator secara berkala dan diatur melalui 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir (Fathoni, 2006: 17). 

Dalam bahasa asalnya terbentuk kata benda administration dan kata sifat administrativus. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi administration dan dalam bahasa Indonesia 

menjadi administrasi. (Hadari, 1994: 23) Secara konseptual administrasi dapat dibedakan 

dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit, diartikan terbatas sebagai 

kegiatan tata usaha (clerical work dan office work) yang berkenaan dengan penyusunan dan 

pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam 

organisasi.  

 Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. 

Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek 

dari kegiatan pemerintahan (White dalam Waluyo, 2007: 35) menyatakan bahwa administrasi 

publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan 

melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan menurut Kasim (1994: 8) menyatakah bahwa 

administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, 

melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik 

berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan 

politik. 

 Proses administrasi sebagai proses politik juga dikemukakan oleh Dimock (1996: 40) 

merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa dipahami, karena 

berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu 

politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan (Suradinata, 1993: 33) 

Konsep Organisasi 

 Organisasi adalah suatu proses identifikasi dan pembentukan dan pengelompokan 

kerja, mendefenisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan 

menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama 

secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proses, organisasi 

berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan 

tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, 

pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli, 2009: 71). 

 Menurut Robbins (2003: 4), organisasi sebagai a consciously coordinated social entity, with 

a relatively identifiable boundary that function or relatively continous basis to achieve a common goal 

or set of goal (sebagai entitas sosial sadar dikoordinasikan, dengan batas yang relatif dapat 

diidentifikasi berfungsi atau dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama 

atau serangkaian tujuan). 

Menurut Dale dalam Subkhi danjauhar (2013:3), pengorganisasian adalah suatu proses 

perencanaan yang menyangkut persiapan, pengembangan dan pemeliharaan suatu struktur 

atau pola hubungan kerja antar orang-orang dalam suatu kelompok kerja. Sedangkan 

menurut Soffer dalam Subkhi dan Jauhar (2013:3), organisasi adalah perkumpulan orang-

orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian 
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kerja yang di dalamnya pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas, ditampilkan dan kemudian 

digabungkan lagi menjadi bentuk hasil yang berbeda. 

 Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Orientasi organisasi publik adalah untuk melayani 

masyarakat. Mahsun (2009: 163) menyatakan bahwa organisasi publik dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pure nonprofit organizations dan quasi nonprofit organizations. 

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang 

organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh 

negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya 

kompleks. 

Konsep Implementasi Program 

 Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan 

implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu 

adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat 

dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan 

peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka 

dikatakan program tersebut telah gagal dilaksnakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di 

implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini 

merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi 

maupun perorangan bertanggunujawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam 

proses implementasi (Riggs, 2005:54). 

 Menurut Nurdin Usman (2002: 170) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan 

menurut Guntur Setiawan (2004: 39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.  Mazmanian dan Sebastiar  dalam 

Wahab (2004:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun 

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting 

atau keputusan badan peradilan”. 

 Proses implementasi kebijakan tidak lain mencakup pekerjaan dan kegiatan yang 

dilakukan setelah undang-undang tersebut disahkan, dan kegiatan tersebut berkaitan dengan 

upaya untuk mengubah atau menerjemahkan pernyataan tujuan kebijakan yang telah 

ditetapkan ke dalam program dan tindakan kritis serta untuk mengembangkan personel 

organisasi yang sesuai. bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan merancang layanan 

agar sesuai dengan kelompok sasaran dan untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. 

Konsep Penanggulangan Bencana 

Menurut Inggit Awalia Pratiwi (2021: 4) Secara umum upaya penanggulangan bencana 

meliputi hal-hal sebagai berikut: Kesiapsiagaan, suatu keadaan dimana setiap orang, aparatur, 

dan fasilitas pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) selalu siap untuk melakukan 
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tindakan dan menghadapi suatu bencana, baik sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya 

bencana. 

Penanggulangan adalah upaya untuk menanggulangi bencana, baik yang ditimbulkan 

oleh alam maupun ulah manusia, termasuk dampak kerusuhan yang meliputi kegiatan 

pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tujuan dari upaya di atas ialah 

mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana: 

mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya: dan 

mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat 

bencana. Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. 

Kebencanaa merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. 

Menyikapi potensi bencana yang frekuensinya terus menerus meningkat setiap tahun, 

pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh 

semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. 

Konsep Bencana Banjir 

 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam 

dan/atau non alam serta faktor manusia, sehingga mengakibatkan kerugian manusia, 

kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut 

Nurjanah (2012:24) Banjir diartikan sebagai aliran udara diatas ketinggian normal yang 

membanjiri Sungai Purun sehingga mengakibatkan terbentuknya waduk di dataran rendah 

yang berdekatan dengan sungai. Banjir biasanya disebabkan oleh curah hujan di atas rata-rata. 

Akibatnya, sistem drainase yang ada dan sistem penampungan banjir buatan tidak mampu 

menyerap akumulasi air hujan sehingga mengakibatkan banjir. Disebutkan bahwa kapasitas 

sistem distribusi udara tidak selalu sama dan berubah karena faktor seperti penumpukan 

sedimen, fenomena penyempitan sungai akibat aktivitas manusia, dan penyumbatan akibat 

sampah dan penghalang lainnya. 

Metode 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik penarikan 

sampel dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dalam 

melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yaitu Reduksi Data, 

Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan. 

Hasil dan Pembahasan 

Komunikasi 

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan 

mengurangi distorsi imlpementasi (George C. Edward III. Edward III dalam Agustino, 2008 : 

149-154). Proses komunikasi pemerintahan diawali oleh pengirim (administrator atau manajer 

pemerintah) yang berusaha berkomunikasi dengan aparatur birokrasi, masyarakat dan 
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organisasi lain. Untuk itu dipilih seperangkat informasi sebagai pesan yang ingin dikirimkan 

(ideation). Ketika hendak mengirim informasi, pengirim menterjemahkan informasi tersebut 

dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang tepat yang diharapkan 

dapat dengan mudah dipahami oleh penerima dan diharapkan memiliki efek terhadap orang 

lain. Ekspresi gagasan atau ide dalam bentuk verbal (lisan dan tulisan), atau nonverbal 

(bahasa isyarat, ekpresi wajah, gerakan, atau gambar), disebut pesan (message). Pesan yang 

disampaikan dapat berupa kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, 

keputusan-keputusan. 

Jadi komunikasi pemerintahan pada hakekatnya merupakan proses penyebaran dan 

pertukaran informasi di dalam dan dengan luar organisasi. Melalui komunikasi 

pemerintahan, maka eksekutif pemerintahan bertukar dan membagi informasi dengan yang 

lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. 

Melalui komunikasi, eksekutif pemerintah atau administrator atau manajer pemerintah 

bermaksud untuk mempengaruhi sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku 

(behavior) birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, tiap orang yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan demokratis merupakan bagian dari proses komunikasi 

pemerintahan, baik sebagai sender di satu waktu, dan di waktu lain ia menjadi receiver. 

Berdasarkan hasil analisa pada hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pada 

indikator komunikasi yaitu komunikasi berjalan dengan baik yakni dengan adanya transmisi 

komunikasi melalui koordinasi antar instansi dan menggunakan media sosial dan online. 

Sumber Daya 

Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 

manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial (George C. Edward 

III. Edward III dalam Agustino, 2008 : 149-154). Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 dalam kondisi sarana masih tergolong belum memadai 

dari sisi jumlah. Selain itu cukup banyak sarana yang berstatus pinjam dan rusak sehingga 

permasalahan sarana ini dapat menganggu proses Program Penanggulangan Bencana oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Menurut peneliti pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru masih perlu adanya 

peningkatan dari sisi sarana yang masih minim. Kebutuhan sarana yang diperlukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru lebih di utamakan pada sisi 

perlengkapan di lapangan seperti kebutuhan kendaraan dengan berbagai tipe dan jenis. 

Kemudian kebutuhan pada tenda yang sangat di butuhkan saat terjadi penanganan bencana 

di lapangan. 

Berdasarkan hasil analisa pada hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pada 

indikator sumber daya masih minim baik dari sisi sumberdaya uang yang masih mini, sumber 
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daya manusia yang kurang serta sumberdaya fasilitas banyak yang rusak dan status pinjam 

dari instansi lainnya. 

Disposisi 

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Karena itu, untuk 

mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai 

(pelaksana) dan insentif (George C. Edward III. Edward III dalam Agustino, 2008 : 149-154). 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru menggelar rapat 

koordinasi bersama Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas) Polresta Pekanbaru. Rakor ini 

diselenggarakan di Ruangan Rapat BPBD Pekanbaru. Hal ini berisikan Penanganan 

kebencanaan sebaiknya dimulai dari hulu seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan 

(karhutla). Agar penanggulangan bencana lebih efektif, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru harus bersinergi dengan Polri, TNI, Manggala Agni, dan lain-

lain. 

Dari hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa dalam penanganan bencana di lapangan 

khususnya pada bencana banjir biasanya pada daerah rawan banjir sudah disediakan lokasi 

yang dapat di gunakan sebagai tempat pengungsian. Hal ini dilakukan sebagai salah satu 

langkah penanganan bencana banjir khususnya pada daerah rawan banjir. Selain dengan 

menyediakan lokasi pengungsian pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Pekanbaru juga memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana.  

Berdasarkan hasil analisa pada hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pada 

indikator disposisi yaitu bentuk pengawasan dalam bentuk selalu melakukan rapat 

koordinasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja yang sudah di lakukan selain itu dari 

segi di lapangan di awasi oleh pimpinan dan masyarakat. 

Struktur Birokrasi 

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi 

yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi 

atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur 

organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian 

laporan (George C. Edward III. Edward III dalam Agustino, 2008 : 149-154). 

Proses pengambilan keputusan dalam Program Penanggulangan Bencana oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru pengambilan keputusan tetap 

berada pada BPBD dengan melakukan koordinasi antar Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru ataupun antar instansi. keputusan diambil dari rapat 

koordinasi yang dilakukan terkait kebencaan dan darurat yang sedang terjadi selain itu para 

petugas lapangan bertugas berdasarkan arahan dari pimpinan setelah melalukan rapat 
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koordinasi. Berdasarkan hasil analisa pada hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan 

pada indikator Struktur birokrasi  yaitu dalam hal penanganan kebencaan dan darurat 

meskipun terkait pada instansi lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Pekanbaru tetap memberikan bantuan. 

Dari hasil pengamatan dilapangan diketahui bahwa pertumbuhan pembangunan di 

Kota pekanbaru sedang berkembang, hal ini dapat terlihat dari banyak nya bangunan-

bangunan yang berdiri di kota Pekanbaru. Di satu sisi hal tersebut memberikan dampak 

positif yang berarti pekanbaru mengalami pembangunan insfrastruktur yang berkembang 

dengan pesat. Hal ini didukung dengan ada beberapa program yang di lakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sebagaimana uraian berikut: 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

b. Program Peningkatan Sarana Aparatur 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

2. Meningkatnya responsive penanganan bencana dan kebakaran lahan/hutan 

a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

3. Meningkatnya kapasitas masyarakat yang tangguh bencana 

a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencan 

Berdasarkan pengamatan di lapangan di ketahui bahwa terdapat beberapa temuan 

yaitu adanya hambatan dalam implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru  

1. Sumber daya manusia yang tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan 

kebencanaan 

2. Jumlah sumber daya manusia khususnya petugas lapangan yang masih belum 

memadai 

3. Minimnya jumlah sarana perlengkapan kebencanaan 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program 

Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Pekanbaru diketahui bahwa: 
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1. Komunikasi dilakukan jika terjadi bencana, maka akan di adakan rapat dengan beberapa 

instansi terkait misal dengan pemerintah kota, forkompinda dan lain lain untuk 

membahas dan mengambil tindakan yang sebaiknya di lakukan. 

2. Sumberdaya dari sisi sumber daya manusia belum ideal dari sisi jumlah dan dari sisi 

pendidikan tidak ada yang memiliki kependidikan kebencanaan sedangkan dari sisi 

fasilitas masih sangat kurang sehingga banyak fasilitas yang berstatus pinjam dari 

instansi lainnya. 

3. Disposisi dilihat dari dukungan peningkatan sarana yang saat ini sangat dibutuhkan oleh 

Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Pekanbaru 

Struktur Birokrasi pembagian kewenangan secara mutlak beratnggung jawab untuk 

memberikan pertolongan kebencanaan di Kota Pekanbaru 
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